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ABSTRAK

Permasalahan lingkungan akibat sampah plastik sekali pakai menjadi perhatian
serius, khususnya di sektor ritel modern seperti gerai Indomaret yang memiliki
kontribusi signifikan terhadap konsumsi kantong plastik. Pemerintah Kabupaten
Sukabumi telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 sebagai upaya
untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong pelaku usaha
menggantinya dengan bahan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bentuk tanggung jawab hukum gerai Indomaret dalam pengurangan
sampah plastik di Kabupaten Sukabumi, ditinjau dari prinsip perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, serta didukung
data primer dari observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara normatif, Indomaret sebagai pelaku usaha memiliki
kewajiban hukum untuk mematuhi ketentuan pembatasan penggunaan plastik,
termasuk menyediakan alternatif ramah lingkungan dan mengedukasi konsumen.
Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti
ketidakkonsistenan penerapan, kurangnya sosialisasi, dan kesadaran hukum yang
belum merata di seluruh gerai. Kepastian hukum, prinsip tanggung jawab
lingkungan, serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan menjadi kunci dalam
mendorong efektivitas kebijakan ini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan
sosialisasi, pemberian insentif bagi pelaku usaha patuh, serta penegakan sanksi
secara tegas guna menciptakan kepatuhan hukum dan mendorong praktik ritel yang
lebih berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Sampah Plastik, Indomaret, Peraturan
Bupati.



ABSTRACT

The environmental issues caused by single-use plastic waste have become a serious
concern, particularly in the modern retail sector such as Indomaret outlets, which
significantly contribute to plastic bag consumption. The Government of Sukabumi
Regency has issued Regent Regulation Number 81 of 2019 as an effort to limit the
use of single-use plastic and encourage business actors to replace it with
environmentally friendly alternatives. This research aims to analyze the legal
responsibility of Indomaret outlets in reducing plastic waste in Sukabumi Regency,
reviewed from the perspective of environmental protection and management
principles. This study uses normative juridical methods with statutory and
sociological approaches, supported by primary data obtained from field
observations and interviews. The results show that normatively, Indomaret as a
business entity has a legal obligation to comply with plastic restriction regulations,
including providing eco-friendly alternatives and educating consumers. However,
field implementation still faces challenges, such as inconsistent enforcement, lack
of socialization, and uneven legal awareness across outlets. Legal certainty,
environmental responsibility principles, and the role of local government in
supervision are key factors in encouraging the effectiveness of this regulation. This
research recommends strengthening outreach, providing incentives for compliant
businesses, and enforcing sanctions strictly to foster legal compliance and promote
more sustainable retail practices in Sukabumi Regency.

Keywords: Legal Responsibility, Plastic Waste, Indomaret, Regent Regulation.
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BABI1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup telah menjadi perhatian global, terutama
berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik. Plastik merupakan bahan yang sulit
terurai secara alami dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai
sepenuhnya. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari
tanah, air, hingga masuk ke rantai makanan manusia dan makhluk hidup lainnya.!
Di Indonesia, permasalahan sampah plastik menjadi salah satu isu utama dalam
agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk di tingkat pemerintah daerah.

Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah yang tengah berkembang
pesat juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, khususnya
plastik. Semakin tingginya aktivitas konsumsi masyarakat, terutama melalui ritel
modern seperti Indomaret, turut meningkatkan jumlah sampah plastik dari kantong
belanja, kemasan makanan, dan botol minuman.” Berdasarkan data Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia khususnya Jawa Barat
adalah penyumbang sampah yang tinggi tiap tahun nya. Pada tahun 2024, Jawa
Barat menghasilkan sekitar 6,1 juta ton sampah plastik dan sebagian besar berasal

dari sektor konsumsi rumah tangga dan ritel.> Hal ini memicu keprihatinan dan

! Damanhuri, E., & Padmi, T. (2004). Pengelolaan Sampah. Bandung: ITB Press, him. 32.

2 Yulianti, I. (2020). Sampah Plastik dan Ancaman Lingkungan. Jakarta: WALHI, hlm. 21.

3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). Sistem
Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). https://sipsn.menlhk.go.id.



memerlukan langkah konkret dari pemerintah daerah dalam upaya mengurangi

dampak lingkungan yang ditimbulkan.

TIMBULAN SAMPAH

Tahun Provinsi Kabupaten/Kota

2024 5 Nasional ] Pilih 1 Dauz

Jawa Barat
Timbulan Kabupalen/Kola: 6,

Ton

I Timbulan Kabupaten/Kota [ Total Timbulan
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Gambar 1.1. Data Timbulan Sampah di Indonesia Tahun 2024

KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN JENIS SAMPAH
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Gambar 1.2. Data Persentase Sampah Plastik di Jawa Barat Tahun 2024

Sebagai bentuk tanggung jawab mengurangi sampah dan komitmen dalam

menjaga kebersihan lingkungan di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten

Sukabumi menerbitkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang



Pengelolaan Kebersihan. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam mendorong
partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam menciptakan lingkungan yang
bersih dan sehat. Salah satu fokus utama dari peraturan tersebut adalah pengurangan
penggunaan plastik sekali pakai, khususnya di pusat-pusat perdagangan dan ritel
modern.* Selain itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menekankan pentingnya pengendalian
pencemaran dan tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan limbah.’

Gerai Indomaret sebagai ritel waralaba berskala nasional yang memiliki
banyak cabang di Sukabumi menjadi salah satu titik strategis dalam upaya
implementasi kebijakan tersebut. Indomaret menjadi tempat yang dekat dengan
masyarakat dalam aktivitas belanja sehari-hari dan menjadi bagian penting dari arus
keluar-masuk kantong plastik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sebagai
jaringan ritel yang dekat dengan masyarakat dan memiliki frekuensi transaksi yang
tinggi setiap harinya, gerai seperti Indomaret memiliki potensi besar untuk
berkontribusi dalam pengurangan sampah plastik, terutama plastik sekali pakai
seperti kantong belanja dan kemasan produk. Sebagai ritel waralaba berskala
nasional yang menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, keberadaan
Indomaret di wilayah perkotaan maupun pedesaan menjadikannya bagian yang
tidak terpisahkan dari aktivitas konsumsi sehari-hari. Berdasarkan laporan dari
Indonesian Retailers Association (Aprindo), ritel modern menyumbang sekitar 10—

15% dari total konsumsi kantong plastik nasional, yang sebagian besar digunakan

4 Jambeck, J. et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science,
347(6223), him. 768-771.

3 Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah.



sebagai kantong belanja sekali pakai®. Oleh karena itu, peran ritel tidak hanya
bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan yang strategis
dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkritisi atau menilai kinerja secara
sepihak, melainkan untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap
bagaimana gerai ritel modern dapat menjalankan tanggung jawab hukumnya secara
optimal, khususnya dalam kerangka peraturan daerah seperti Peraturan Bupati
Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kebersihan. Tanggung
jawab hukum pelaku usaha tidak hanya mencakup aspek kepatuhan administratif,
tetapi juga mencerminkan kontribusi terhadap pemulihan dan pencegahan
pencemaran lingkungan.’ Oleh sebab itu, penting untuk menggali dinamika
penerapan kebijakan tersebut dalam ruang lingkup mikro, yakni di tingkat gerai ritel
yang berhadapan langsung dengan konsumen dan operasional harian.

Realitas di lapangan menunjukan implementasi kebijakan pengurangan
sampah plastik di sektor ritel sering kali menghadapi berbagai tantangan yang
kompleks. Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya sosialisasi terhadap
peraturan daerah, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Di sisi lain,
penyesuaian operasional untuk menyediakan alternatif ramah lingkungan seperti
kantong belanja berbahan kain atau kertas juga membutuhkan adaptasi logistik dan
perubahan budaya kerja. Tidak kalah penting, keberhasilan kebijakan lingkungan

juga sangat bergantung pada kesadaran kolektif dari seluruh elemen, termasuk

¢ APRINDO. (2020). Laporan Tahunan: Perilaku Konsumen dan Sampah Plastik Ritel
Modern. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia

7 Raharjo, J. (2019). "Tanggung Jawab Hukum Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan".
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(1), 45-58.



karyawan di tingkat gerai, yang menjadi garda terdepan dalam menyampaikan
informasi kepada pelanggan dan menegakkan kebijakan internal perusahaan®
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan
tanggung jawab hukum gerai Indomaret dalam pengurangan sampah plastik telah
berlangsung, mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam
proses implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan langkah-langkah
strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.
Dengan menelaah kondisi faktual dan pendekatan normatif secara bersamaan,
diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai
praktik pengelolaan sampah plastik di sektor ritel dari sudut pandang hukum dan
lingkungan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana tanggung jawab hukum gerai Indomaret ditinjau dari prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum gerai Indomaret dalam penerapan
kebijakan pengurangan sampah plastik di Kabupaten Sukabumi dihubungkan

dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 20197s

8 Nurhalimah, E. (2021). “Peran Internal Stakeholders dalam Implementasi Green Retail”.
Jurnal Manajemen Lingkungan, 15(2), 88-97



C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. .Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum gerai Indomaret
ditinjau dari prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Untuk mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum gerai Indomaret dalam
penerapan kebijakan pengurangan sampah plastik di Kabupaten Sukabumi
dihubungkan dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019.
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis, sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu
hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum administrasi
pemerintahan daerah, dengan fokus pada implementasi peraturan daerah terkait
pengelolaan sampah plastik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya
kajian akademik mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam
mendukung kebijakan lingkungan hidup di tingkat lokal.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mengevaluasi
implementasi Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kebersihan, khususnya dalam aspek pengurangan sampah plastik.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku



usaha, termasuk gerai Indomaret, dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan

internal yang lebih ramah lingkungan serta mendukung kepatuhan terhadap

peraturan daerah yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

1.

Teori Hukum

Pendekatan hukum dilihat tidak hanya sebagai alat pengatur perilaku, tetapi
juga sebagai sarana yang dapat mendorong perubahan sosial. Teori Roscoe
Pound menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial
(law as a tool of social engineering) untuk menata kehidupan masyarakat ke
arah yang lebih baik.’ Regulasi seperti Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81
Tahun 2019 dipandang sebagai upaya hukum yang dirancang untuk mengubah
kebiasaan konsumsi plastik, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha seperti
gerai ritel. Gerai Indomaret, sebagai bagian dari struktur sosial ekonomi,
diposisikan bukan sebagai objek yang dikritik, melainkan sebagai aktor penting
yang dapat terlibat aktif dalam perubahan tersebut.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip utama yang harus melekat dalam setiap
produk hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Gustav
Radbruch, kepastian hukum adalah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain
keadilan dan kemanfaatan.'® Peraturan yang mengatur pengurangan sampah

plastik perlu memiliki kejelasan norma, petunjuk pelaksanaan yang memadai,

° Pound, Roscoe. "Common Law," Columbia Law Review,Cetakan terbaru. Creative Media

Partners, LLC, 2022. Hlm 15.

10 Gustav Radbruch's Concept of Law," diakses tanggal 7 Juni 2025 hlm 12-15,

https://www.researchgate.net/publication/353967956 Gustav_Radbruch%?27s_Concept of Law.
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serta sistem pengawasan yang konsisten agar pelaku usaha memahami dengan
baik kewajiban hukumnya. Dalam kenyataan di lapangan, apabila suatu
peraturan belum disosialisasikan secara efektif atau multitafsir, maka
kepatuhan akan sulit terwujud. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi
landasan penting dalam menilai implementasi Peraturan Bupati Sukabumi ini

di gerai ritel seperti Indomaret.

. Konsep Otonomi Daerah

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan lingkungan hidup
merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Philip Mawhood
menjelaskan bahwa otonomi memberikan kesempatan bagi daerah untuk
merespons kebutuhan masyarakatnya secara spesifik.'! Dengan demikian,
lahirnya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 dapat dimaknai
sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kewenangan daerah untuk mengatur
pengelolaan sampah di wilayahnya. Pelaku usaha lokal seperti Indomaret tidak
hanya terikat oleh peraturan nasional, tetapi juga bertanggung jawab untuk
mematuhi kebijakan daerah sebagai bagian dari sistem otonomi yang hidup dan

dinamis.

. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility Principle)

Prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa setiap pelaku usaha dan individu
wajib bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan terhadap
lingkungan akibat aktivitasnya. Konsep ini dikenal dalam hukum lingkungan

sebagai polluter pays principle atau prinsip "vang mencemari harus

"7bid hlm 8-10.



membayar". Di Indonesia, prinsip ini diatur secara tegas dalam Undang-
undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencegah dan mengelola
dampak lingkungan dari kegiatannya'?.

5. Prinsip Partisipatif (Participatory Principle)
Prinsip partisipatif menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif masyarakat,
pemerintah, dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini
bertujuan menciptakan tata kelola lingkungan yang transparan dan demokratis.
Prinsip ini juga diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009, yang
memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan
dan pengambilan keputusan terkait lingkungan'3. Secara internasional, prinsip
ini diadopsi dalam Deklarasi Rio 1992 (Agenda 21) yang menekankan peran
serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan'*.

6. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Principle)
Prinsip pembangunan berkelanjutan berasal dari konsep yang diperkenalkan
dalam laporan Brundtland (1987) dan semakin dipertegas dalam Konferensi
Lingkungan Hidup PBB di Rio de Janeiro tahun 1992. Prinsip ini menuntut

agar pembangunan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan

12 Republik Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

13 Ibid. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 2 huruf k.

14 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de
Janeiro, 1992. Agenda 21.



kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.!”
Di Indonesia, prinsip ini juga menjadi dasar kebijakan lingkungan dan
pembangunan nasional, tercermin dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009
serta berbagai program pemerintah untuk mendukung SDGs (Sustainable
Development Goals)'®.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu
pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menganalisis peraturan
perundang-undangan secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum
tersebut diterapkan dalam kenyataan di lapangan.'” Pendekatan ini digunakan
untuk mengetahui sejauh mana ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor 81 Tahun 2019 dilaksanakan oleh pelaku usaha, khususnya gerai
Indomaret, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dan
upaya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological

approach,).

15 World Commission on Environment and Development (WCED). Our Common Future,
1987.

16 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. “Pembangunan
Berkelanjutan dan SDGs di Indonesia,” 2023.

17 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press, 1986. Hlm 52-53.



a. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji isi norma
hukum dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 dan
peraturan terkait lainnya seperti Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana implementasi
aturan tersebut dijalankan oleh gerai Indomaret dan bagaimana persepsi serta
kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap kebijakan pengurangan sampah
plastik.'®

3. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki
kekuatan mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1) Undang-Undang dan Peraturan
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
¢) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
d) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

18 Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.



2)

h)

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah
Laut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan
Pengurangan Sampah oleh Produsen

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Kebersihan melalui Gerakan Sukabumi Bestari

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan mendukung analisis terhadap

peraturan yang diteliti. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Buku-buku hukum lingkungan, hukum administrasi negara, dan hukum tata
pemerintahan

Artikel jurnal ilmiah mengenai pengelolaan sampah dan kebijakan daerah
Tesis, disertasi, dan skripsi yang relevan

Laporan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK)

Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

Hasil seminar, lokakarya, dan diskusi publik terkait pengurangan sampah

plastik



7) Data statistik dari BPS dan instansi daerah mengenai volume sampah plastik
dan pelaksanaan Gerakan Sukabumi Bestari
8) Lembar penemuan data dari Gerai Indomaret
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan
hukum primer dan sekunder. Sumber ini meliputi:
1) Kamus Hukum
2) Ensiklopedia Hukum Indonesia
3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
4) Glosarium istilah lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Pustaka, untuk mengkaji ketentuan dalam peraturan perUndang-
undangan dan teori hukum yang relevan.

b. Wawancara, dilakukan secara langsung kepada pengelola gerai Indomaret
guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pengurangan
plastik dan hambatan yang dihadapi.

c. Observasi, dilakukan secara langsung di lokasi gerai untuk memperoleh
gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan lingkungan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan
menguraikan data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan

studi dokumen, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Peneliti akan menginterpretasikan fakta hukum di lapangan dan mencocokkannya
dengan teori serta prinsip tanggung jawab hukum dan kepatuhan terhadap
peraturan daerah."
G. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN. Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Berisi kajian teori yang relevan, konsep hukum
lingkungan, teori implementasi kebijakan, serta kerangka pemikiran yang menjadi
dasar analisis dalam penelitian ini.
BAB III: ANALISIS DATA PENELITIAN. Menguraikan data dan temuan yang
diperoleh dari hasil penelitian di lapangan maupun studi dokumen, termasuk
implementasi Perbup No. 81 Tahun 2019 di gerai Indomaret.
BAB 1V: PEMBAHASAN. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian
secara mendalam, dengan mengaitkannya pada teori-teori yang telah dibahas dalam
tinjauan pustaka.
BAB V: PENUTUP. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang
dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk peningkatan implementasi

kebijakan.

19 Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah
Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Gerai Indomaret di Kabupaten Sukabumi memiliki tanggung jawab hukum
untuk mematuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip perlindungan menekankan pada upaya
preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi, sedangkan
prinsip pengelolaan fokus pada upaya aktif untuk mengelola sumber daya alam
secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Gerai Indomaret wajib
mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menerapkan sistem pengelolaan
sampah yang baik, dan memastikan keberlanjutan lingkungan melalui langkah-
langkah proaktif, seperti menyediakan alternatif kemasan yang ramah
lingkungan. Selain itu, Indomaret juga diwajibkan untuk mengedukasi
konsumen mengenai pentingnya pengurangan plastik dan meningkatkan
kesadaran publik tentang dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan.
Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan
tanggung jawab sosial dan moral dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di
Kabupaten Sukabumi.

Sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan hidup, Indomaret di
Kabupaten Sukabumi juga bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan
pengurangan sampah plastik yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi

Nomor 81 Tahun 2019. Peraturan ini mencakup pelarangan penggunaan plastik
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sekali pakai dan mewajibkan pelaku usaha, termasuk Indomaret, untuk
menyediakan alternatif kemasan yang ramah lingkungan, seperti tas kain atau
tas berbahan organik. Tanggung jawab hukum yang diemban oleh Indomaret
meliputi tiga aspek utama: tanggung jawab administratif, yang mengharuskan
Indomaret untuk mengikuti ketentuan yang ada dan menghentikan penggunaan
plastik sekali pakai; tanggung jawab perdata, yang memberi sanksi berupa
denda atau pencabutan izin usaha jika pelanggaran terjadi; dan tanggung jawab
sosial dan lingkungan, yang menuntut Indomaret untuk berperan aktif dalam
mendukung pelestarian lingkungan dengan cara mengedukasi konsumen
tentang pentingnya pengurangan plastik. Indomaret juga harus memastikan
bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten di semua gerai, termasuk
melalui pemberian informasi edukatif di titik-titik strategis, seperti meja kasir,
dan pelatihan kepada karyawan untuk menjelaskan kebijakan ini dengan baik

kepada konsumen.

B. Saran

1.

Gerai Indomaret perlu memperluas upaya edukasi mengenai pengurangan
sampah plastik dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti
media sosial dan kampanye di media massa lokal. Ini akan membantu
meningkatkan pemahaman konsumen tentang dampak negatif plastik dan
mendorong mereka untuk mendukung kebijakan lingkungan yang lebih ramah.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi harus meningkatkan pengawasan terhadap
penerapan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2019. Pengawasan yang lebih rutin

dan penerapan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar akan



memastikan kebijakan ini diimplementasikan secara konsisten. Sinergi antara
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan

kebijakan ini.
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